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BPKH Wilayah XI Telah melakukan stategi inovasi
geospasial untuk mendukung pelayanan dan saat ini
sudah berjalan optimal;
Inovasi berupa aplikasi geospasial berbasis web

(https://geospasial.bpkh11jogja.net/), web sudah

terintegrasi dengan SIGAP, serta didukung perangkat
lunak yang berlisensi.
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berbasis ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu yang
sudah diinternalisasikan dengan baik;
Pelayanan DIGT merupakan pelayanan yang sudah
ditetapkan standar pelayanannya dengan jaminan
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penyebarluasan DIGT yang cepat dan transparan

sesuai kebutuhan;
Terdapat kegiatan berupa FGD  lintas sektor untuk
mendukung kolaborasi layanan geospasial kehutanan
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BPKH Wilayah XI memiliki tenaga pengelola DIGT

yang berkompeten dan sudah bersertifikat dalam
bidang Sistem Informasi Geografis. 
BPKH Wilayah XI terus melakukan pengembangan

kapasitas SDM yang rutin dilakukan setiap tahun
melalui pendidikan formal/non formal, training dan
sebagainya dibidang tersebut.
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Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)
dan Pakta Integritas merupakan syarat wajib untuk
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peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BPKH Wilayah XI memiliki kelompok kerja pelaksana
Jaringan Data dan Informasi Geospasial (Surat
Keputusan Kepala BPKH Wil XI Nomor: SK. 156 Tahun
2025, tanggal 15 Oktober 2025);
Didalamnya terdapat pembagian peran dan

tanggungjawab secara jelas;
Evaluasi pelayanan dilaksanakan rutin 1 tahun sekali
sebagai kontrol terhadap pelayanan.
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REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN

KEHUTANAN

Total Jumlah Pelayanan : 105 Layanan

Frekuensi Pelayanan DIGT Per Bulan Tahun 2025

Total Jumlah Pelayanan (Sampai September) : 100 Layanan
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